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SELURUH INDONESIA 


Dengan hromat diberitahukan bahwa Krida kedua dari Panca Krida Kabinet Pembangunan IV menegaskan perlunya kegiatan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah, satu dan lain agar Aparatur Pemerintah sebagai pemikir, perencana dan penggerak pembangunan dapat menjadi kekuatan pendorong bagi usaha pembangunan.

Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban Aparatur Pemerintah ditingkat Pusat dan Daerah dilakukan secara terus menerus agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan maupun menggerakkan pembangunan secara lancer dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Salah satu segi pendayagunaan Aparatur Pemerintah adalah meningkakan kwalitas aparatur melalui pendidikan dan latihan pegawai.

Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, disamping dilaksanakan pendidikan dan kedinasan melalui Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan juga diselenggarakan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan dan Pendidikan dan Latiha Tehnis Fungsional, yang dilaksanakan pada lembaga-lembaga Diklat Wilayah dan Diklat Propinsi masing-masing.

Mengingat bahwa usaha pendayagunaan Aparatur Pemerintah pada hakekatnya adalah merupakan tugas dari segenap aparatur pemerintah dan mengingat pula kewenangan Pemerintah Daerah sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka diharap agar Saudara meningkatkan perhatian terhadap usaha-usaha peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah dilingkungan Saudara. Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II ikut menyusun program-program pendidikan dan latihan pegawai baik Diklat Penjenjangan maupun Diklat tehnis Fungsional, dengan meneliti dan mengadakan evaluasi terhadap jenis Diklat yang diperlukan dan mempersiapkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bagi Propinsi yang belum memiliki lembaga Diklat Propinsi, agar mempersiapkannya dan mengusulkannya untuk pembentukan serta selanjutnya menempatkan tenaga yang mampu dan competent sebagai pimpinannya.

Penyelenggaraan Diklat secara Fungsional dibina oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, sehingga dengan demikian memungkinkan peningkatan dan peluasan program Diklat Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing yang pada akhirnya secara bertahap diharapkan dapat tercapai peningkatan kemampuan dan kwalitas pegawai yang memadai.

Demikian agar petunjuk ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui seluruh slagarde Pemerintahan.
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Yth. Sdr. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan kepala Badan dilingkungan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

